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Putusan Mahkamah Konstituss Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai Pengujian UU 22/2001 menyebabkan BP
Migas dibubarkan. BP Migas dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena eksistensinya menyebabkan
negara kehilangan hak menguasai sumber daya migas. Penguasaan negara yang paling utama, dapat
diwujudkan melalui negara melakukan pengel olaan langsung dengan menunjuk atau memberikan konses
kepada perusahaan negara untuk menyelenggarakan pengel olaaan usaha hulu migas. SKK Migas kemudian
dibentuk untuk menggantikan BP Migas.

Daam penulisan ini Penulis akan mengacu pada Teori Hak Menguasal Negara dan pemikiran Konstitusi
Ekonomi, untuk menganalisis dua pokok permasalahan menyangkut peran dan fungsi SKK Migas yang
menggantikan tugas dan fungsi BP Migas dan bagaimana seharusnya bentuk pengaturan pengelolaan usaha
hulu migas yang memperhatikan peran perusahaan negara. Metode Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan
penelusuran peraturan perundang-undangan serta putusan hakim, kemudian dianalisis secara deskriptif.
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulan bahwa peran dan fungsi SKK Migas pada dasarnya adalah sama
dengan BP Migas yang telah dibubarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-
X/20012. Hal tersebut terjadi karena SKK Migas diberi fungs yang sama dengan tugas yang dimiliki oleh
BP Migas, tugas BP Migas terdapat dalam Pasal 44 UU 22/2001 telah dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945. Dibentuknya SKK Migas untuk mengambil alih pengelolaan usaha hulu migas mengindikasikan
tidak ada perubahan yang mendasar yang berkaitan dengan penguasaan negara terhadap sumber daya alam
migas.

Pengelolaan sumber daya migas yang mengedepankan kepentingan nasional dan sgjalan dengan pemikiran
konstitusi ekonomi (Pasal 33 UUD 1945) adalah harus ada keberpihakan pemerintah pada Perusahaan
Negara (BUMN) dengan menugaskan Perusahaan Negara untuk mengelola sumber daya migas. Dengan
diberikannya kuasa pertambangan kepada Perusahaan Negara untuk mengelola sumber daya migas,
Perusahaan Negara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
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